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(b)

(©)

(d)

(€)

bukti pemilikan tanah
lainnya®

Surat pernyataan dari yang
bersangkutan bahwa
tanahnya tidak dalam
sengketa, perkara, sitaan dan
tidak sedang dijaminkan
yang diketahui oleh Kepala
Desa atau Camat setempat.
Izin dari pejabat yang
berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Izin dari pejabat bidang
pertanahan apabila dalam
sertifikat dan  keputusan
pemberian haknya diperlukan
izin pelepasan atau peralihan
Izin dari pemegang hak
pengelolaan atau hak milik
dalam  hal hak guna
bangunan atau hak pakai
yang diwakafkan di atas hak
pengelolaan atau hak milik.’

'® Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya
terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Jakarta: Kementerian Agama Rl,

2011), 190.

7 Ibid., 191.
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Pendaftaran sertifikat tanah wakaf
dilakukan berdasarkan Akta Ikrar
Wakaf atau Akta Pengganti Akta
Ikrar Wakaf dengan tatacara
sebagai berikut:

(a)

(b)

(©)

(d)

Terhadap tanah yang
berstatus hak milik
didaftarkan menjadi tanah
wakaf atas nama nazir
Terhadap tanah hak milik
yang diwakafkan  hanya
sebagian dari luas
keseluruhan harus dilakukan
pemecahan sertifikat hak
milik terlebih dahulu
kemudian didaftarkan atas
nama nazir

Terhadap hak guna
bangunan, hak guna usaha
atau hak pakai di atas tanah
negara yang telah
mendapatkan persetujuan
pelepasan hak dari pejabat
yang berwenang di bidang
pertanahan didaftarkan
menjadi tanah wakaf atas
nama nazir

Pejabat yang berwenang di
bidang pertanahan
Kabupaten/Kota  setempat
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mencatat perwakafan tanah
yang bersangkutan pada buku
tanah dan sertifikatnya.'®

b) Mengelola dan mengembangkan harta

benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi dan peruntukannya®®

Dalam Pasal 1 Peraturan Badan
Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf
yang dimaksud dengan pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf
adalah proses memproduktifkan harta
benda wakaf baik dilakukan oleh nazir
sendiri atau bekerja sama dengan pihak
lain untuk mencapai tujuan wakaf.”

Dalam Pasal 42 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
bahwa nazir wajib mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan
peruntukkannya. Selanjutnya Pasal 43
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf menyebutkan bahwa
pengelolaan dan pengembangan harta

*® Ibid., 191.
¥ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
%% peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
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benda wakaf oleh nazir sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 42
dilaksanakan sesuai dengan prinsip
syariah.?*

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang wakaf bahwasannya
dalam mengelola dan mengembangkan
harta benda wakaf, nazir dilarang
melakukan perubahan peruntukan harta
benda wakaf kecuali atas dasar izin
tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan
bahwa dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf,
nazir diberhentikan dan diganti nazir
lain oleh Badan Wakaf Indonesia
apabila yang bersangkutan:

(1) Meninggal dunia bagi nazir
perseorangan

(2) Bubar atau dibubarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
untuk nazir organisasi atau badan
hokum

?! Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



(3) Atas permintaan sendiri

(4) Tidak melaksanakan tugasnya
sebagai nazir dan/atau melanggar
ketentuan larangan dalam
pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

(5) Dijatuhi hukuman pidana oleh

pengendalian yang telah
mempunyai  kekuatan  hukum
tetap.?

Rozalinda menyebutkan bahwa
kewajiban utama seorang nazir adalah
melakukan pengelolaan dan pemeliharaan
harta wakaf. Dalam upaya
mengembangkan harta wakaf, nazir dapat
melakukannya dengan cara di antaranya
menyewakan harta wakaf, menanami
tanah ~ wakaf -~ untuk pertanian atau
perkebunan, dan membangun bangunan di
atas tanah wakaf.?®

Dalam hal pengelolaan dan
pengembangan  harta benda  wakaf
diperlukan penjamin, maka diperlukan
lembaga penjamin syari’ah. Lembaga
tersebut adalah badan hukum yang

?? Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
* Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 46.
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menyelenggarakan kegiatan penjamin atas
suatu kegiatan usaha yang dilakukan
sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan  yang berlaku.
Pengembangan dan pengelolaan fungsi
aset wakaf secara produktif merupakan
upaya menghidupkan kembali harta wakaf
yang statis atau cenderung mati.**

Nazir wakaf memiliki kewajiban untuk
membagikan hasil dari harta benda wakaf
tersebut kepada orang vyang berhak
menerimanya  yang  sesuai  dengan
peruntukannya. Berdasarkan pasal 22
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf. Dalam rangka untuk
mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta
benda wakaf hanya dapat diperuntukkan
bagi:

(1) Sarana dan kegiatan ibadah

(2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta
kesehatan

(3) Bantuan kepada fakir miskin, anak
terlantar, yatim piatu, dan beasiswa.

(4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi
umat

(5 Kemajuan  kesejahteraan ~ umum
lainnya yang tidak bertentangan

** Siska Lis Sulistiani, Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, 177.
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dengan syariah dan  peraturan
perundang-undangan.?
Beberapa pola atau strategi dalam

menahan pokok harta kedalam
pengembangan aset wakaf adalah:
(1) Dengan meminjamkan atau

(2)

menyewakan harta wakaf. Orang yang
berwenang menyewakan atau
meminjamkan harta wakaf adalah
nazir. Penyewaan wakaf sama seperti
penyewaan harta milik lainnya, sah
atau tidaknya akad dan
pelaksanaannya tergantung kepada
adanya beberapa pihak yang berakad,
barang yang diakadkan, ucapan serah
terima antara kedua pihak.

Dengan menukar harta wakaf. Dalam
tukar menukar harta wakaf ada dua
hal penting, yaitu 7bdal dan istibdal.
Ibdal adalah - menjual harta wakaf
untuk membeli harta lain sebagai
gantinya.?® Sedangkan istibdal adalah
menjadikan  barang lain  sebagai
pengganti harta wakaf yang asli yang
telah dijual.

% Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22.

*® Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 220.
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(3) Dengan investasi harta wakaf. Ada
dua macam investasi barang wakaf:
(@) Investasi Internal, yaitu berbagai
macam akad atau pengelolaan
proyek investasi wakaf yang
dibiayai dari dana wakaf sendiri.

(b) Investasi Eksternal, yaitu
investasi dana/barang wakaf yang
menyertakan modal pihak
luar/atau bekerja sama dengan
pihak luar.?’

Di Indonesia, aset wakaf dapat
dikelola dalam bentuk investasi usaha.
Aset wakaf ini adalah kekayaan nazir hasil
pengelolaan usaha produk barang atau jasa
yang sukses untuk kemudian
dikembangkan melalui investasi kepada
pihak ketiga atau lembaga nazir lain.®
Semua hasil usaha, baik yang didapatkan
melalui- pengelolaan produk barang/jasa
atau melalui keuntungan digunakan untuk
kepentingan  kesejahteraan masyarakat
yang berbentuk dua aset wakaf.

(a) Aset yang dapat langsung dikonsumsi
dan dimanfaatkan oleh masyarakat
seperti untuk pembiayaan pengelolaan,
pengembangan, pembinaan sekolah,

%7 Ibid., 221.
%% Ibid., 223.
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rumah sakit, panti asuhan dan lainnya
yang Dbertujuan melayani urusan
kemanusiaan dan kebajikan umum.

(b) Aset wakaf yang berbentuk investasi

SDM dan kebudayaan dalam jangka
panjang, Yaitu diperuntukkan untuk
pengembangan bidang pendidikan,
pelayanan kebudayaan seperti
beasiswa, perpustakaan, perkuliahan,
keagamaan dan lainnya,
pengembangan  bidang  kesehatan,
kesehatan masyarakat yang kurang
mampu dan obat-obatan.*®

¢) Mengawasi dan melindungi harta benda

wakaf

Rozalinda menyebutkan bahwa nazir
wajib untuk mempertahankan harta
wakaf dari sengketa dengan pihak lain.*

d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada

Badan Wakaf Indonesia.*!

Dalam Pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
bahwa nazir badan hukum wajib

% |bid., 224.
* |bid., 48.

*'Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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didaftarkan pada menteri dan Badan
Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor
Urusan Agama setempat. Artinya nazir
wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada BWI.

Dalam Pasal 11 ayat (3) nazir badan
hukum yang melaksanakan pendaftaran
ke Kantor Urusan Agama setempat
harus memenuhi persyaratan vyaitu
badan hukum Indonesia yang bergerak
di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan
Islam. Kemudian pengurus badan
hukum harus memenuhi persyaratan
nazir perseorangan, salah seorang
pengurus  badan hukum harus
berdomisili di kabupaten/kota benda
wakaf berada. *

Nazir ~ badan hukum yang
melaksanakan pendaftaran harus
memliki salinan akta notaris tentang
pendirian dan anggaran dasar badan
hukum yang telah disahkan oleh instansi
berwenang, daftar susunan pengurus,
anggaran rumah tangga, program Kkerja
dalam pengembangan wakaf, dan surat
pernyataan bersedia untuk diaudit.*®

32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 11.

** bid.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 220 disebutkan bahwa:

(1) Nazir berkewajiban untuk
mengurus dan bertanggung jawab
atas kekayaan wakaf serta hasilnya,
dan pelaksanaan perwakafan sesuai
dengan tujuan menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur oleh Menteri
Agama.

(2) Nazir diwajibkan membuat laporan
secara berkala atas semua hal yang
menjadi tanggung jawabnya kepada
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan  setempat  dengan
tembusan kepada Majelis Ulama
Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Tata cara pembuatan laporan
dilaksanakan sesuai dengan
peraturan Menteri Agama.>

3) Tanggung Jawab dan Hak Nazir Wakaf

Inti ajaran yang terkandung dalam
wakaf menghendaki agar harta wakaf
tersebut tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena
semakin banyak hasil harta wakaf yang
dapat dinikmati orang, maka semakin besar
pula pahala yang mengalir kepada wagif.
Berdasarkan hal tersebut, pengembangan

* Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Permata

Press, 2019), 68.
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harta wakaf secara produktif merupakan
kewajiban yang harus dilakukan oleh
pengelolanya  (nazir).  Nazir  wakaf
mempunyai  tanggung  jawab  untuk
menangani hal-hal di bawah ini:
a) Mengelola dan memelihara harta wakaf
Kewajiban utama seorang nazir
adalah melakukan pengelolaan dan
pemeliharaan  harta  wakaf  sebab
mengabaikan pemeliharaan harta wakaf
akan berakibat pada kerusakan dan
kehilangan fungsi wakaf. Karena itu,
tugas pertama nazir wakaf adalah
memelihara harta wakaf.*®
b) Mengubah bentuk dan kondisi harta
wakaf
Nazir dapat mengubah bentuk dan
kondisi harta wakaf menjadi lebih baik
dan bermanfaat bagi para fakir miskin
dan mustahig, misalnya jika wakaf itu
dalam bentuk rumah, maka nazir dapat
mengubahnya  menjadi apartemen
ataupun pertokoan, atau bentuk lain yang
sesuai dengan ketentuan dari wagqif dan
tujuan wakaf.®
Nazir  dalam  mengelola  dan
mengembangkan harta wakaf harus

* Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 45.

* Ibid., 47.
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berusaha memelihara harta wakaf dan
hasilnya secara hati-hati. Nazir tidak
bolen menyalahi persyaratan yang
ditentukan oleh waqgif Artinya, nazir
tidak berhak mentasyarufkan harta wakaf
atas kepentingan pribadi atau
keluarganya. *’

c) Melaksanakan syarat dari wagqif yang
tidak menyalahi hukum syara

Nazir diharuskan melaksanakan dan

mengikuti syarat-syarat dari wagif yang
sesuai dengan hukum sehingga nazir
tidak  diperkenankan  melanggarnya
kecuali ~ ada  faktor lain  yang
membolehkannya, seperti adanya
kemaslahatan yang mendorong nazir
untuk melanggar syarat tersebut.*®

d) Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

Nazir wajib dengan sekuat tenaganya

untuk mempertahankan harta wakaf dari

sengketa pihak lain. Usaha ini dapat

dilakukan sendiri atau dengan bantuan dari
pihak lain.*

* bid., 47.
*® Ibid., 48.
* Ibid., 48.
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e) Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf
kepada  pihak-pihak  yang  berhak
menerimanya

Nazir harus mendistribusikan hasil
wakaf kepada para mustahig. Pembagian
hasil wakaf harus dilakukan sesegera
mungkin oleh nazir wakaf, kecuali ada
kebutuhan  mendesak, seperti  biaya
perawatan harta wakaf atau melunasi
kewajiban yang berkaitan dengan harta
wakaf. Karena hal itu harus didahulukan
ketimbang menyerahkannya kepada para
mustahiq.”’

f) Memperbaiki aset wakaf yang rusak
sehingga kembali bermanfaat

Nazir ~ bertanggung  jawab  atas
kerusakan harta wakaf yang disebabkan
kelalaiannya. Berdasarkan hal ini nazir
dapat diberhentikan dari jabatannya. Jika
nazir  melakukan  pengkhianatan atau
mengelola harta wakaf dengan tidak patut
yang menyebabkan harta wakaf rusak,
tugas mengelola harta wakaf dicabut oleh
hakim (pemerintah) dan menyerahkannya
pada orang lain.

Dengan demikian, tanggung jawab
nazir, tidak hanya sekedar memelihara dan
mempertahankan harta wakaf saja, tetapi

“° Ibid., 48.
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juga bertanggung jawab memproduktifkan
harta wakaf. Dengan cara seperti ini,
manfaat wakaf tidak hanya untuk
kepentingan sosial keagamaan semata,
tetapi juga dapat diarahkan untuk
pemberdayaan ekonomi umat.**

Menurut pasal 9 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
bentuk nazir yang diakui ada 3 bentuk:
bentuk perorangan, badan hukum, dan
organisasi.*?

1) NazirPerorangan
Nazir perseorangan  merupakan
suatu kelompok orang yang terdiri dari
paling sedikit tiga orang.** Pada pasal

10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004  menyebutkan bahwa syarat

menjadi  nazir yaitu Warga Negara

Indonesia, beragama Islam, dewasa,

amanah, mampu jasmani dan rohani,

dan tidak terhalang  melakukan
perbuatan hukum.**

* |bid., 49.

* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
* Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif , 42.
* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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2) NazirBadan Hukum

Nazir badan hukum adalah badan
hukum Indonesia yang dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan bergerak di bidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan,
dan atau keagamaan Islam.

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal

11 Nomor 42 Tahun 2006 mengenai

ketentuan nazirbadan hukum®, yaitu:

a) Nazirbadan hukum didaftarkan pada
menteri dan BWI melalui Kantor
Urusan Agama setempat.

b) Dalam hal tidak terdapat Kantor
Urusan Agama setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pendaftaran nazir dilakukan
melalui Kantor Urusan Agama

terdekat.
C) Nazir ~ badan hukum yang
melaksanakan pendaftaran

sebagaimana yang dimaksud ayat (1)

harus memenuhi persyaratan:

(1) Badan hukum Indonesia yang
bergerak di bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan,
dan/atau keagamaan Islam.

** Siska Lis Sulistiani, Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, 121.
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(2)

3)

(4)

Pengurus badan hukum harus
memenuhi Syarat nazir
perseorangan.

Salah seorang pengurus badan

hukum harus berdomisili di

kabupaten/kota benda wakaf

berada.

Memiliki:

(@) Salinan  akta  notaries
tentang pendirian anggaran
dasar badan hukum yang
telah disahkan oleh instansi
berwenang.

(b) Daftar susunan pengurus.

(c) Anggaran rumah tangga.

(d) Program  kerja  dalam
pengembangan wakaf.

(e) Daftar terpisah kekayaan
yang berasal dari harta
benda wakaf atau yang
merupakan kekayaan badan
hukum dan surat pernyataan
bersedia untuk diaudit.
Dalam hal menjalankan
tugas dan masa baktinya,
masa bakti nazir adalah
lima tahun dan dapat
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diangkat kembali  oleh
BWI.%

Sedangkan ketentuan mengenai
pembubaran dan pergantian nazir badan
hukum adalah apabila nazir perwakilan
daerah dari suatu badan hukum tidak
menjalankan kewajibannya, pengurus
pusat badan hukum yang bersangkutan
wajib mengatasi dan menyelesaikannya
baik diminta BWI ataupun tidak.
Selanjutnya apabila pengurus pusat
badan hukum yang bersangkutan tidak
dapat menjalankan kewajibannya, nazir
badan hukum tersebut dapat
diberhentikan ~ dan  diganti  hak
kenazirannya oleh BWI dengan
memperhatikan saran dan pertimbangan
MUI setempat. nazir badan hukum
yang tidak menjalankan kewajibannya
dalam jangka waktu satu tahun (sejak
akta ikrar wakaf dibuat), dapat
diusulkan kepada BWI oleh kepala
KUA untuk diberhentikan dan diganti
oleh nazirlain.*’

*® Ibid., 122.

*” Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 12.
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C.

3) Nazir Organisasi
Nazir organisasi Yyaitu organisasi
yang bergerak di bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan dan atau
keagamaan Islam.*®
Harta Benda Wakaf
Harta benda wakaf adalah harta benda yang
memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat
jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi
menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 harta benda wakaf terdiri dari
benda tidak bergerak dan benda bergerak.
Benda tidak bergerak meliputi:*°
1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
baik yang sudah maupun yang belum
terdaftar.
2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri
di atas tanah.
3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan
dengan tanah.
4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

**Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif , 42-43.

* Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan
ketentuan syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.*

Benda bergerak adalah harta benda yang
tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

1) Uang

2) Logam mulia

3) Surat berharga

4) Kendaraan

5) Hak atas kekayaan intelektual

6) Hak sewa

7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan
syariah dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.™
Sedangkan menurut Miftahul Huda dalam

bukunya, syarat harta benda wakaf yaitu:

1) Harta itu memiliki nilai (ada harganya)

Harta yang dimiliki oleh orang dan dapat
digunakan secara hukum dalam keadaan
normal ‘ataupun tertentu, seperti uang, buku
dan harta lainnya.

2) Harta wakaf harus jelas (diketahui)
bentuknya.

Harta yang diketahui secara pasti dan tidak
mengandung sengketa. >

*% 1bid.

>! Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
>’Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 49.
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3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari
waqif
Harta wakaf itu merupakan hak milik dari

waqif®

4) Harta wakaf itu harus terpisah
Harta wakaf tidak boleh berupa harta yang
bercampur (milik umum).**

Ikrar Wakaf
Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak

wagif yang diucapkan secara lisan dan/atau

tulisan kepada mazir untuk mewakafkan harta
benda miliknya.”> Dalam Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wagqifkepada
nazirdi hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang
saksi.

2) lkrar wakaf sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan secara lisan
dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta
ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa:
Wagqif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf
secara lisan atau tidak dapat hadir dalam
pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang

**Ibid., 50.
>* Ibid., 56

> Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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dibenarkan oleh hukum, wagif dapat menunjuk
kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat
oleh dua orang saksi.”

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang wakaf bahwa saksi dalam ikrar
wakaf harus memenuhi persyaratan yaitu
dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.>

e. Peruntukkan Harta Benda Wakaf
Menurut pasal 22 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004, dalam rangka mencapai
tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf
hanya dapat diperuntukkan bagi:
1) Sarana dan kegiatan ibadah
2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta
kesehatan
3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar,
yatim piatu, beasiswa
4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang
tidak bertentangan dengan syariah dan
peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 23 disebutkan bahwa,
penetapan peruntukan harta benda wakaf
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22
dilakukan oleh wagqgif pada pelaksanaan ikrar

>® Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
>’ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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wakaf. Kemudian, wagif tidak menetapkan
peruntukan harta benda wakaf, nazir dapat
menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang
dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi
wakaf.®
Jangka Waktu Wakaf™

Pentingnya batasan waktu dalam wakaf juga
tidak kalah penting dari prinsip keabadian dalam
wakaf. Karena batasan waktu dalam berwakaf
dapat menjaring sebanyak-banyaknya peminat
untuk berbuat baik dan mengeluarkan sadagah
Jjariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian.
Maka dalam masyarakat sangat diperlukan
wakaf produktif yang bersifat abadi untuk
memberikan pelayanan bagi berbagai tujuan
sosial dan ekonomi, di samping adanya wakaf
sementara yang punya andil dala memberi
kemudahan bagi masyarakat, sehingga setiap
orang yang berminat melakukan kebaikan dapat
memperfuas manfaatnya bagi masyarakat umum
dan generasi yang akan datang.®

B. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Substansi
Ekonominya
Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi
menjadi dua macam:

*® Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
>° Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
® Munzhir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa,

2005), 101.
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1. Wakaf Langsung

Wakaf langsung adalah wakaf untuk memberi
pelayanan langsung kepada orang-orang Yyang
berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan untuk
tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk
tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk
mengobati orang sakit.®* Pelayanan langsung ini
benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
secara langsung dan menjadi modal tetap yang
selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf
seperti ini merupakan aset produktif yang sangat
bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan
memberi manfaat langsung kepada semua orang
yang berhak atas wakaf tersebut.

2. Wakaf Produktif

Pengertian wakaf produktif dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum dijelaskan.
Sedangkan menurut Mundzir Qahat dalam bukunya
mendefinisikan wakaf produktif yaitu wakaf harta
yang digunakan untuk kepentingan produksi,
dimana harta wakaf dikelola untuk menghasilkan
barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya
dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.
Pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang
pertanian, perindustrian, perdagangan dan bidang
lainnya.®

® Ibid., 22.
®Ibid., 23.
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Perbedaan wakaf langsung dan wakaf
produktif terletak pada pola manajemen dan
pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan
biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari
luar benda wakaf, sebab wakaf langsung tidak dapat
menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan
untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif,
sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan
melestarikan  benda wakaf, dan selebihnya
dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai
dengan tujuan wakaf.®®
a. Problematika Wakaf Produktif

Beberapa masalah yang dihadapi dalam
pengelolaan wakaf di antaranya adalah sebagai
berikut.

1) Kurangnya paradigma lama umat Islam
dalam pengelolaan wakaf, seperti ada
anggapan bahwa wakaf itu milik Allah
semata yang tidak boleh diganggu tanpa izin
Allah. Banyak tokoh masyarakat atau umat
Islam tidak merekomendasikan  wakaf
diberdayakan untuk fungsi sosial yang lebih
luas dan hanya terbatas pada ibadah mahdah.

2) Kurangnya sosialisasi secara lebih luas
terhadap paradigma baru untuk
pengembangan wakaf secara produktif.
Sosialisasi dengan memasukkan wakaf

® Ibid., 23.
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sebagai bagian dari instrument
pengembangan ekonomi umat menjadi aspek
penting bagi pengembangan gagasan wakaf
produktif.

3) Nazir belum profesional sehingga wakaf
belum dikelola secara optimal. Posisi nazir
menjadi peran sentral dalam mewujudkan
tujuan wakaf yang ingin melestarikan
manfaat wakaf. Profesionalisme nazir masih
tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih
karena faktor kepercayaan dari masyarakat,
sementara  kompetensi minimal  sebagai
pengelola wakaf secara produktif belum
dimiliki.**

* Suhrawardi K. Lubis, dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Umat, 177.



BAB IlI
WAKAF DI YAYASAN PONDOK PESANTREN
MIFTAHU NURUL HUDA 3 DESA BANJAREJO
KABUPATEN MAGETAN

A. Profil Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul
Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Miftahu
Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten
Magetan
Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahu
Nurul Huda 3 yaitu berawal dari Imam Hanafi
mengajar di pondok pesantren Joso yang sudah
beberapa tahun, kemudian banyak anak-anak yang
ikut mengaji dengan beliau di rumahnya. Karena
banyaknya anak-anak yang ikut mengaji dengan
beliau, Bapak Hanafi mempunyai niat untuk
membangun masjid di sekitar rumahnya di Joso
supaya anak-anak yang mengaji itu mempunyai
lokasi yang layak untuk kegiatan mengaji karena
rumah Bapak Hanafi sudah tidak cukup untuk
ditempati.t
Untuk mewujudkan cita-citanya yang luhur,
pada tahun 2017 Bapak Hanafi ingin membangun
masjid di tempat kakeknya yang jauh dari jalan raya
dan pedesaan. Tanah tersebut dekat dengan rumah
Bapak  Sanuri. Kemudian  Bapak  Sanuri
mengatakan, “kok membangun masjid di sini?”,

! Imam Hanafi, Hasil Wawancara, Magetan, 24 Maret 2021.

56
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Bapak Imam Hanafi menjawab, “iya pak, karena
Saya mempunyai tanahnya di sini pak.” Kemudian
Bapak Sanuri menjawab “Saya mempunyai tanah di
dekat jalan raya, pakai tanah saya saja. Saya
wakafkan tanah itu untuk dibangun masjid.”
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sanuri,
beliau mewakafkan tanahnya yang dekat dengan
jalan raya untuk didirikan masjid agar bermanfaat
untuk banyak orang. Bapak Hanafi selaku orang
yang menerima wakaf dan mengelola tanah wakaf
tersebut memutuskan untuk membangun masjid
dan mengembangkan menjadi pondok pesantren.
Pada tanggal 12 Maulud 1439 Hijriyah,
bertepatan dengan 23 November 2017, Bapak
Hanafi mendirikan masjid dan pondok pesantren
yang diberi nama “Miftahu Nurul Huda 3” yang
berdiri di atas tanah wakaf dari bapak Sanuri. Nazir
wakaf tersebut adalah Bapak Hanafi.
Wakaf  tanah  dari  Bapak  Sanuri
dikembangkan menjadi masjid dan pondok
pesantren pada tahun 2017 oleh nazir yang
mengelola. Setelah pondok pesantren ini
berjalan selama empat tahun, ada dua puluh
satu anak yang mondok. Di samping itu ada
juga yang ikut mengaji tetapi tidak mondok
yaitu ada dua puluh lima anak. Bapak hanafi
sangat bersyukur di zaman sekarang, masih

? Imam Hanafi, Hasil Wawancara, Magetan, 24 Maret 2021.
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ada banyak orang yang sadar bahwa mengaji
itu penting untuk bekal di kemudian hari.?

Tujuan Bapak Imam Hanafi mendirikan pondok
pesantren ini yaitu pertama, agar anak-anak yang
ikut mengaji dengan beliau saat di rumahnya,
mempunyai tempat yang layak. Kedua, beliau
memberi kesempatan kepada mereka yang tidak
mempunyai uang untuk sekolah atau belajar
mengaji, bisa mengaji di Pondok Pesantren Miftahu
Nurul Huda 3 ini gratis tanpa biaya.*

Visi dan Misi Pondok Pesantren Miftahu Nurul
Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan

Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda
3 mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan
pondok menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi
banyak orang dan khususnya santri di Pondok
Pesantren Miftahu Nurul Huda 3. Visinya adalah
terwujudnya santri yang beriman, berilmu, dan
berakhlagul - karimah. - Misi Pondok Pesantren
Miftahu Nurul Huda 3 terbagi menjadi tiga misi
yaitu:

a. Menanamkan  nilai-nilai  keimanan  dan

ketaqwaan kepada Allah SWT.

b. Mewujudkan suasana Islami yang berlandaskan
paham  ahlus-Sunnah  Wal-jama’ah  ‘Alaa

Tharigati Nahdatil ‘Ulama’.

* Ibid.
* Ibid.
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c. Menanamkan nilai-nilai spiritual, intelektual,
emosional untuk menjadi manusia yang
terampil, kreatif, dan inovatif.”

3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Miftahu

Nurul Huda 3
Struktur organisasi Yayasan Pondok Pesantren

Miftahu Nurul Huda 3 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pondok Pesantren

Miftahu Nurul Huda 3

NAMA ORGAN JABATAN
YAYASAN
Abdul Wahid Pembina Ketua
Imam Hanafi Pengurus Ketua
Abdul Hamid Pengurus Sekretaris
Takiatun Anikah | Pengurus Bendahara
Mundir Pengurus Anggota
Pengurus
Wawan Pengurus Anggota
Pengurus
Muhammad Pengawas Ketua
Busyro

> Wawan, Hasil Wawancara, Magetan, 26 Maret 2021.



B. Praktik Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren
Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten
Magetan
1. Tugas MNazir dalam Pengadministrasian Harta

Wakaf di Pondok Pesantren Miftahu Nurul
Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan

Administrasi merupakan usaha dan kegiatan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan
untuk mencapai tujuan. Begitu pentingnya
pengadministrasian agar mencapai tujuan yang
diharapkan karenanya seorang nazir wakaf harus
mengerti akan arti administrasi dan langkah-
langkah vyang harus dikerjakan dalam proses
pengadministrasian wakaf agar tercapai tujuan
wakaf, karena dalam wakaf tersebut terdapat hak-
hak mereka yang membutuhkan di antaranya, fakir
dan miskin. Wakaf dapat memberikan kesejahteraan
ekonomi  kaum  muslim  jika  dilakukan
pengadministrasian dan pengelolaan dengan baik.
Oleh karena itu, nazir wakaf harus mengerti akan
tugasnya sebagai nazir.

Dalam  pengadministrasian  wakaf, tugas
seorang nazir adalah harus melakukan ikrar wakaf
dengan disaksikan dua orang saksi, mendaftarkan
harta benda wakaf, mempunyai Akta lkrar Wakaf
dan melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf
Indonesia. Pengadministrasian wakaf sangat penting
dilakukan oleh nazir. Dalam proses ikrar wakaf,
nazir mendatangkan seluruh anggota keluarga wagif
serta beberapa saksi untuk memperkuat ikrar wakaf
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tersebut. Hal tersebut untuk menghindari apabila
ada pihak keluarga yang tidak terima di kemudian
hari.

Ikrar wakafnya sebagai berikut: “Mas tanah
saya yang ada di Banjarejo saya wakafkan untuk
dibuat masjid supaya bermanfaat untuk warga
masyarakat sekitar.” Sedangkan gabulnya, “iya saya
terima dan inshaallah saya akan mengembangkan
sesuai dengan amanah bapak.”®

Apa yang disampaikan oleh narasumber yaitu
Bapak Hanafi, bahwa wakaf tersebut sudah melalui
ijab gabul. Paparan tersebut menunjukkan bahwa
apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hanafi
menegaskan bahwa tanah wakaf yang sudah
didirikan masjid sudah melalui proses yang disebut
ikrar wakaf.

Wakaf dapat memberi kesejahteraan bagi
kaum muslim, menopang krisis ekonomi jika
dilakukan pengadministrasian dan pengelolaan
dengan baik. Karenanya nazir wakaf harus mengerti
akan kewajibannya.

Dalam hal sebagai nazir di Yayasan Pondok
Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ini nazir
melaksanakan sebagian tugasnya dalam
pengadministrasian wakaf sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
yaitu nazir wakaf telah mendaftarkan tanah yang

® Imam Hanafi, Hasil Wawancara, Magetan, 24 Maret 2021.
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dibangun pondok pesantren pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Magetan, sehingga wakaf
tersebut telah memiliki sertifikat tanah wakaf.
Bapak Wawan mengatakan, “kami sudah
mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan
sehingga sudah memiliki sertifikat tanah wakaf’ &

Dalam proses administratif, nazir telah
melakukan upaya sertifikat tanah wakaf, akan tetapi
akta ikrar wakafnya belum ada. Sebagaimana
disampaikan olen Bapak Wawan, ‘“dalam proses
pengadministrasian wakaf, kami belum mempunyai
Akta lkrar Wakaf dikarenakan dalam proses ikrar
wakaf, kami masih &7 /isan, belum mengajukan ke
Kantor Urusan Agama setempat, selain itu
prosedurnya rumit dan belum mempunyai anggaran
55 8

Apa yang disampaikan oleh Bapak Wawan
tersebut menunjukkan bahwa proses
pengadministrasian belum dijalankan sepenuhnya.
Wakaf tersebut belum -memperolen Akta Ikrar
Wakaf dikarenakan proses ikrar wakafnya masih b7
lisan dan belum tertulis di Kantor Urusan Agama
setempat.

Tugas pengadministrasian selanjutnya adalah
melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf
Indonesia, namun nazir di Yayasan Pondok
Pesantren Miftahu Nurul Huda ini belum

7 Wawan, Hasil Wawancara, Magetan, 26 Maret 2021.

% Ibid.
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melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Badan Wakaf
Indonesia dikarenakan belum dicatatkan di Kantor
Urusan Agama setempat dan belum mempunyai
Akta lkrar Wakaf seperti yang disampaikan oleh
Bapak Wawan, “dalam hal administratif, kami
belum melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan
Wakaf Indonesia dikarenakan belum tercatat di
Kantor Urusan Agama setempat”.9

Adapun luas tanahnya Bapak Wawan
mengatakan, “untuk wakaf di Yayasan Pondok
Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ini luas tanah
wakafnya yaitu 434 meter’ dan 500 meter?, jadi
keseluruhan luas tanah wakaf tersebut adalah 934

meter?”.1°

!

° Wawan, Hasil Wawancara, Magetan, 22 Februari 2021.

1% I pid.
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a. Wakif
1) Nama : Sanuri
Tempat tanggal lahir : Magetan, 7 Mei
1958
Alamat : RT/RW 008/003
Dusun Ngasem Desa Banjarejo Kabupaten
Magetan
2) Nama : Achmad Sedyo
Utomo
Tempat Tanggal lahir :  Magetan, 6
September 1953
Alamat - RT/RW 001/010

Desa Kepolorejo Kabupatem Magetan
b. Nazir Badan Hukum
Berikut susunan pengurus nazir badan hukum
Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda

3:
Tabel 3.2 Susunan Pengurus Nazir Badan

Hukum

Ketua Imam Hanafi

Wakil Ketua Ali Muntoyib

Sekretaris Abdul Hamid

Wakil Sekretaris Mundir

Bendahara Takiatun Anikah
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2. Tugas MNazir dalam Pengembangan Wakaf
Produktif di Pondok Pesantren Miftahu Nurul
Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan

Dalam Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda
Wakaf yang dimaksud dengan pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf adalah proses
memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan
oleh nazir sendiri atau bekerja sama dengan pihak
lain untuk mencapai tujuan wakaf.*

Dalam mengelola wakaf secara produktif
tentulah dibutuhkan nazir wakaf yang profesional,
memiliki  skill yang berkualitas dan berjiwa
wirausaha dan tidak mudah puas dengan ilmu yang
mereka miliki, karena nazir harus mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf secara optimal.

Dengan tugas-tugas nazir tentulah nazir wakaf
tidak boleh acuh terhadap wakaf, nazir harus
mengelola dan mengembangkan wakaf dengan baik.
Awalnya wakaf yang dilakukan oleh Bapak Sanuri
ke nazir hanya berupa tanah yang diperuntukkan
untuk masjid. Pada perkembangan berikutnya tanah
wakaf tersebut juga digunakan untuk membangun
pesantren yang santrinya ada dua puluh lima.

! pPeraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
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Aset pertama yaitu masjid yang merupakan
wakaf konsumtif yang telah dikelola sebagaimana
mestinya, pembersihan perawatan telah dilakukan
dan diserahkan kepada santri, sehingga masjid
tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
sekitar. Bapak Imam Hanafi mengatakan: “untuk
masjid kita gunakan untuk ibadah shalat 5 waktu,
kegiatan pondok seperti mengaji A/-Qur’an, Kitab
kuning dan lain sebagainya, dan juga kegiatan
keagamaan Vyaitu mujahadah setiap hari Kamis
malam Jum’at yang diikuti oleh umum ada orang tua
dan anak muda dari berbagai daerah seperti Ngawi,
Madiun, dan Mage‘[an.”12

Apa yang disampaikan oleh Bapak Hanafi
bahwa paparan tersebut menunjukkan bahwa masjid
tidak hanya untuk sa/at 5 waktu saja, tetapi juga
untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti
mengaji A/-Qur’an, mengaji kitab kuning, dan lain
sebagainya. Di samping kegiatan tersebut, ada juga
kegiatan rutin yaitu ‘mujahadah. Kegiatan tersebut
dilaksanakan setiap Kamis malam yang jama’ahnya
berasal dari berbagai daerah.

Selain digunakan untuk wakaf konsumtif dalam
bentuk masjid dan pondok pesantren, tanah wakaf itu
juga dikembangkan secara produktif dalam bentuk
konter dan jual bensin, nazir bekerjasama dengan
santri. Nazir menyerahkan semuanya kepada santri

2 Imam Hanafi, Hasil Wawancara, Magetan, 24 Maret 2021.



67

untuk mengelola konter tersebut. Tujuannya agar
santri bisa mandiri dan bisa mengelola ekonomi
dengan baik agar nanti kalau sudah keluar dari
pondok pesantren ini mempunyai bekal untuk
bertahan hidup. Hasil bersih dari pengelolaan wakaf
berupa konter dan jual bensin digunakan untuk
makan sehari-hari para santri. Jadi, santri yang
mondok di pondok ini gratis tanpa biaya.

Bapak Hanafi mengatakan:

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan
aset wakaf, saya bekerja sama dengan santri.
Ada beberapa santri bertugas untuk menjaga
konter, mencatat pemasukan dan pengeluaran
di konter tersebut. Tujuannya agar santri bisa
mengatur keuangan mereka kelak kalau
mereka menjalani kehidupan setelah mondok
dari sini. Hasil dari pengelolaan wakaf berupa
konter dan menjual bensin ini sebagian
digunakan untuk modal lagi, dan sebagian
lain untuk makan sehari-hari para santri.*?

Apa yang disampaikan oleh Bapak Hanafi
menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan dan
pengembangan aset wakaf berupa konter dan jual
bensin, Bapak Hanafi selaku nazir bekerja sama
dengan santri. Hasil dari pengelolaan tersebut

Y Imam Hanafi, Hasil Wawancara, Magetan, 24 Maret 2021.



68

digunakan untuk modal lagi dan digunakan untuk
makan sehari-hari para santri. Bapak Hanafi bekerja
sama dengan santri dengan tujuan agar santri bisa
mandiri, bisa mengatur keuangannya nanti ketika
sudah keluar dari Pondok Pesantren Miftahu Nurul
Huda 3 ini.

Dalam pengelolaan wakaf produktif tentu
diperlukan nazir yang kompeten agar wakaf tersebut
dapat dikelola dengan baik, selain kompeten dalam
hal  kemampuannya untuk mengelola dan
mengembangkan wakaf, seorang nazir harus
mengerti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, di mana di dalam undang-undang
tersebut telah dijelaskan tentang wakaf secara umum,
tugas kenmaziran dan juga hak-hak yang diperoleh
nazir.

Nazir berhak mendapatkan upah atas jerih
payahnya dalam mengelola wakaf. Dalam Pasal 12
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf disebutkan bahwa ' dalam melaksanakan
tugasnya, nazir memperoleh imbalan dari hasil
bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta
wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh
persen). Namun peraturan tersebut belum diketahui
oleh nazir wakaf di Yayasan Pondok Pesantren
Mifathu Nurul Huda 3. Pak Wawan mengatakan:
“Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf,
nazir bekerja sama dengan santri. Hasil dari
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pengelolaan tersebut digunakan untuk modal lagi
dan makan sehari-hari para santri”. *

Apa yang disampaikan oleh Bapak Wawan,
paparan tersebut menunjukkan bahwa nazir tidak
mengambil upah dari hasil bersih pengelolaan wakaf.
Dalam hal upah mengelola wakaf, nazir belum
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, karena mereka tidak
menerima upah dari pengelolaan wakaf tersebut.
para nazir melaksanakan tugasnya secara ikhlas
tanpa imbalan karena mereka lebih mementingkan
penggunaan keuntungan dari pengelolaan wakaf itu
untuk modal pengembangan wakaf lagi, sekaligus
untuk operasional biaya pondok yang tidak
memungut biaya sepeserpun dari santri.

Nazir dalam mengelola wakaf produktif harus
mengerti potensi dari harta wakaf tersebut. dan juga
nazir harus memiliki jiwa usaha yang tinggi dan
selalu mengembangkan kemampuannya. Karena jika
nazir tidak ‘mengerti akan potensi tersebut maka
nazir tidak akan maksimal dalam mengelola dan
mengembangkan wakaf. Bapak Wawan mengatakan,
“dalam mengembangkan wakaf produktif, kami
sudah berencana untuk ke depannya
mengembangkan aset wakaf seperti mendirikan
ruko-ruko, mendirikan  Madrasah  Ibtidaiyah,

*Wawan, Hasil Wawancara, Magetan, 22 Februari 2021.
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membeli  sapi perah untuk diternak dan
dikembangkan™"

Apa yang disampaikan oleh Bapak Wawan
selaku nazir menjelaskan bahwa sebagai nazir beliau
harus mengembangkan potensi dan peluang yang
ada, dan harus berencana kedepannya agar lebih
produktif lagi dalam hal pengembangan wakaf.
Beliau sudah merencanakan kedepannya untuk
mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, ruko-ruko, dan
menernak sapi perah. Hal tersebut bagus
pemikirannya sebagai seorang nazir dalam berpikir
kedepan. Pemikiran tersebutlah yang seharusnya ada
pada diri seorang nazir.

Pada dasarnya kemampuan serta pengetahuan
yang memadai yang harus dimiliki oleh nazir wakaf,
agar wakaf dapat berjalan sebagaimana mestinya,
dan dapat maksimal dalam mengelola dan
mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga
akan mudah mencapai tujuan dari wakaf tersebut
yaitu mensejahterakan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam Islam wakaf memiliki peranan yang
sangat besar untuk menopang kesejahteraan
ekonomi, namun jika dalam pengelolaan serta
pengembangan wakaf tidak dilakukan dengan baik
maka tidak akan pernah tercapai tujuan wakaf. Lain
halnya seperti di Pondok Pesantren Miftahu Nurul
Huda 3 ini, wakaf produktif sudah dikelola dengan
cukup baik. Hasil dari pengelolaan wakaf berupa

 Ibid.
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konter dan jual bensin digunakan untuk untuk modal
lagi dan untuk makan sehari-hari para santri.



BAB IV
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG PENGADMINISTRASIAN DAN
PENGEMBANGAN WAKAF DI YAYASAN PONDOK
PESANTREN MIFTAHU NURUL HUDA 3 DESA
BANJAREJO KABUPATEN MAGETAN

A. Implementasi Tugas Nazir dalam Pengadministrasian
Harta Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu
Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan
Dalam perwakafan nazir adalah pihak yang
menerima harta benda wakaf dari wagif" untuk dikelola
dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain
itu nazir juga salah satu unsur terpenting setelah wagqif, di
samping harus adanya unsur harta benda wakaf, ikrar
wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu
wakaf. Dalam tugas kenaziran ada beberapa tugas dalam
pengelolaan harta benda wakaf yaitu dalam Pasal 11
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf
Indonesia. *

Nazir wakaf memliki tugas yaitu melakukan
pengadministrasian harta benda wakaf. Perwujudan
pengadministrasian ~ harta  benda  wakaf  yaitu

! Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .
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mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional
guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf, mempunyai
Akta lkrar Wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas ke
Badan Wakaf Indonesia. Nazir di Yayasan Pondok
Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ada yang sudah
mengimplementasikan tugasnya dan ada yang belum.
Tugas nazir yang sudah terimpelementasi adalah nazir
sudah mendaftarkan tanah wakaf sehingga sudah
terlindungi secara hukum. Sedangkan tugas nazir yang
belum terimplementasi adalah ikrar wakafnya masih b7
lisan belum tertulis, sehingga belum memperoleh Akta
Ikrar Wakaf, hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Dalam poin nomor empat nazir mempunyai tugas
yaitu melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf
Indonesia, akan tetapi mazir di Yayasan Pondok
Pesantren Mifathu Nurul Huda 3 ini belum melaporkan
pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. Paparan
tersebut menunjukkan bahwa  nazir  belum
mengimplementasikan tugasnya sesuai dengan Pasal 11
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Implementasi Tugas Nazir dalam Pengembangan Aset
Wakaf secara Produktif di Yayasan Pondok
Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo
Kabupaten Magetan

Dalam Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf yang dimaksud
dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda
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wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf
baik dilakukan oleh nazir sendiri atau bekerja sama
dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.’

Nazir merupakan salah satu unsur terpenting dalam
perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat
tergantung pada kemampuan nazir. Di berbagai negara
yang wakafnya berkembang dan bermanfaat dalam
memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh
nazir profesional. Di Indonesia masih sedikit nazir yang
profesional, bahkan ada beberapa nazir yang kurang
memahami hukum wakaf, seperti kurang memahami hak
dan kewajbannya sebagai nazir. Dengan demikian, wakaf
diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang wakaf bahwa nazir wajib mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukkannya. Selanjutnya Pasal 43
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf oleh ' nazir sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan
prinsip syariah.® Fakta itu juga terjadi di Yayasan Pondok
Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo
Kabupaten Magetan di mana para nazir mengembangkan
harta wakafnya yang awalnya wakaf tersebut berupa
tanah saja dan wagif mewakafkan tanahnya untuk

? peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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dibangun masjid, akan tetapi nazir mengembangkannnya
dengan mendirikan pondok pesantren, konter dan kios
bensin.

Aset wakaf pertama yaitu berupa pondok pesantren
dan masjid. Nazir wakaf dalam menjalankan tugasnya
sebagai nazir telah melaksanakannya dengan baik dan
sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf. Dana dari donatur dan
masyarakat digunakan untuk pembangunan masjid dan
dikembangkan untuk membangun pondok pesantren yang
berarti nazir mampu menjalankan tugasnya dengan baik
sesuai pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
Pondok pesantren tersebut merupakan wakaf konsumtif,
yang manfaatnya mampu dirasakan oleh para santri.
Masjid merupakan wakaf konsumtif yang manfaatnya
mampu dirasa oleh santri dan warga sekitar untuk
kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.*

Salah satu tugas mazir adalah pada pasal 11
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
bahwa nazir mempunyai  tugas mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam hal ini nazir
telah sesuai sebagaimana yang terdapat dalam pasal 11.
Nazir mengelola dan mengembangkan wakaf dengan
mendirikan pondok pesantren, konter dan kios bensin
hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk modal lagi
dan biaya operasional para santri.

* Imam Hanafi, Hasil Wawancara, Magetan, 24 Maret 2021.
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Nazir wakaf memiliki  kewajiban  untuk
membagikan hasil dari harta benda wakaf tersebut
kepada orang yang berhak menerimanya yang sesuai
dengan  peruntukannya.  Faktanya, Hasil  dari
pengembangan aset wakaf di Yayasan Pondok Pesantren
Miftahu Nurul Huda 3 berupa konter dan kios bensin
digunakan untuk biaya operasional para santri
dikarenakan santri yang mondok di Pondok Pesantren
Miftahu Nurul Huda 3 ini gratis tanpa biaya sepeserpun.
Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang di
dalamnya berisi tentang peruntukkan wakaf antara lain
untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan
pendidikan, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat,
kemajuan kesejahteraan - umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan shariah dan peraturan perundang-
undangan.

Singkat kata, pelaksanaan tugas nazir wakaf dalam
mengelola dan mengembangkan harta wakaf di Pondok
Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 sudah terimplementasi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf yaitu memanfaatkan masjid dan pondok
pesantren untuk beribadah dan kegiatan keagamaan,
untuk wakaf produktif berupa konter dan toko bensin
hasilnya untuk modal lagi dan biaya operasional para
santri.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis pada bab empat, penelitian ini

1.

menyimpulkan:

Impelentasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf terhadap tugas mazir dalam
pengadministrasian harta wakaf di Yayasan Pondok
Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 adalah dengan cara
mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan sehingga
sudah  memperoleh  sertifikat  tanah  wakaf,
pensertifikatan tanah tersebut menunjukkan bahwa
nazir sudah mengimplementasikan salah satu tugas
nazir dalam hal pengadministrasian sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Pasal 32. Tetapi, dalam hal ikrar wakaf masih b7 lisan
belum tertulis, sehingga belum memperoleh Akta Ikrar
Wakaf dan nazir juga belum melaporkan pelaksanaan
tugasnya ke Badan Wakaf Indonesia. Itu artinya nazir
belum mengimplementasikan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11.

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf terhadap tugas mazir dalam
mengembangkan aset wakaf secara produktif di
Yayasan Miftahu Nurul Huda 3 adalah dengan cara
mengembangkan tanah yang awalnya dibangun
masjid, kemudian dikembangkan oleh nazir dengan
membangun pondok pesantren. Selain itu, nazir juga
memanfaatkan tanah wakaf itu untuk mendirikan
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konter dan kios bensin yang hasilnya digunakan untuk
biaya operasional para santri. Apa yang dilakukan
oleh nazir tersebut menunjukkan mereka sudah
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang  Wakaf dalam  hal
mengembangkan aset wakaf secara produktif.

B. Saran

1.

Hendaknya nazir melakukan tugasnya dalam hal
pengadministrasian harta wakaf dengan mendaftarkan
harta wakaf guna untuk memperoleh akta ikrar wakaf.
Nazir harus lebih selektif dan memiliki pengetahuan
yang luas terlebih tentang undang-undang perwakafan,
sehingga tugas, hak dan kewajibannya dapat
dijalankan sesuai dengan aturan.

Dalam pengembangan harta wakaf, nazir sudah sesuai
dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf. Alangkah lebih baik lagi, nazir
dapat mengembangkan aset wakaf seperti peternakan
sapi ataupun ruko-ruko agar hasil dari wakaf tersebut
dapat digunakan untuk ‘pemberdayaan wakaf agar
lebih maksimal.

Kepada Kementrian Agama untuk mempermudah
proses pengadministrasian harta wakaf, baik dari sisi
anggaran maupun prosedurnya.
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